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MATARAM, iNews.id - Upah minimum kota (UMK) Kota Mataram naik 10 persen. Rinciannya 

dari Rp2.184.450 jadi Rp2.416.953. "Besaran UMK itu sudah ditandatangani pak wali (Mohan 

Roliskana), dan segera kita ajukan ke Gubernur NTB untuk pengesahan," kata Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kota Mataram Rudi Suryawan, Jumat (26/11/2021). 

Rudi mengatakan, tingginya kenaikan UMK Mataram bahkan jauh di atas upah minimum 

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.183.883 atau naik hanya 1,07 persen dari UMP tahun 

sebelumnya, karena tingkat konsumsi masyarakat Kota Mataram jauh berbeda jika dibandingkan 

dengan konsumsi NTB. "Konsumsi masyarakat di Provinsi NTB tahun 2021 rata-rata 

Rp1.197.000 per kapita, sedangkan Mataram Rp1.882.000 per kapita," katanya. 

Di sisi lain, lanjut Rudi, kenaikan UMK Mataram yang sigiifikan itu juga sesuai dengan 

ketentuan PP 36/2021 pada pasal 26, menyebutkan penetapan UMK tidak boleh di atas batas atas 

dan tidak boleh di bawah batas bawah. "Dalam pasal tersebut batas atas UMK sebesar 

Rp4.833.000 dan batas bawah Rp2.416.953. Jadi yang kita ambil batas minimumnya," kata Rudi. 

 



Menurut Rudi, untuk penetapan UMK saat ini sudah lebih mudah sebab acuan regulasi dan 

rumus-rumus penetapan UMK sudah jelas sehingga data-data dasar menetapan UMK yang ada di 

Badan Pusat Statistik (BPS), tinggal dimasukkan. 

"Setelah data BPS salah salah satunya tingkat konsumsi dimasukkan ke dalam rumus, ketemulah 

kenaikan UMK 10 persen itu," katanya.  

Diakuinya, dalam rapat penetapan angka pasti kenaikan UMK tahun 2022, yang dilaksanakan 

bersama Dewan Pengupahan, Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia (Asprindo), dan serikat 

pekerja seluruh Indonesia (SPSI) Kota Mataram, sempat ada masukan dari Asprindo terkait 

kenaikan yang signifikan.  

"Tetapi, karena itu sudah menjadi aturan dan regulasi, Asprindo bisa menerima sehingga UMK 

tidak dibahas terlalu lama," katanya.  

Dikatakan, apabila UMK yang diajukan Pemerintah Kota Mataram disetujui Gubernur NTB, 

selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada para pemilik perusahaan untuk diterapkan mulai 

awal tahun 2022.  

"Pengawasan tetap kami lakukan, dan perlu diketahui penerapan UMK hanya untuk acuan bagi 

karyawan yang bekerja di bawah satu tahun. Kalau sudah bekerja di atas satu tahu, nilainya tentu 

lebih besar," katanya 
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Catatan:  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang 

Pengupahan: 

 Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
1
.  

 (-) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

(-) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem   

pengupahan tanpa diskriminasi.  

(-) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama  

nilainya
2
.  

 Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh 

dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja
3
.  

 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada 

kebijakan Pemerintah Pusat
4
.  

 Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh 

atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. Upah minimum;  

b. struktur dan skala Upah;  

c. Upah kerja lembur;  

d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;  

e. bentuk dan cara pembayaran Upah;  

f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan  

g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya
5
.  
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 Upah ditetapkan berdasarkan: a. b. satuan waktu; dan/atau satuan hasil
6
. (Pasal 14) 

 (-) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi Pekerja/Buruh yang bekerja    

     secara paruh waktu.  

(-) Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. 

(-) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari hasil  

      perhitungan formula Upah per jam.  

(-)  Formula perhitungan Upah per jam sebagai berikut: Upah perjam = Upah perbulan/126
7
.  

 Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:  

a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah 

sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau  

b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah 

sebulan dibagi 21 (dua puluh satu)
8
.  

 Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan 

sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati
9
.  

 (-) Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:  

a. Upah tanpa tunjangan; atau  

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.   

(-) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak   

     tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.  

(-) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum
10

.  
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 Upah minimum terdiri atas:  

a. Upah minimum provinsi;  

b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.  

Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Syarat 

tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang 

bersangkutan.  

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi 5ariable:  

a. paritas daya beli;  

b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan  

c. median Upah
11

.  

 Penyesuaian nilai Upah minimum dilakukan setiap tahun.  

Penyesuaian nilai Upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas 

dan batas bawah Upah minimum pada wilayah yang bersangkutan
12

.  

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi public, 

bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 
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